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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka 

ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah Desa Bangga dalam 

Mengimplementasikan peraturan desa tentang pengelolaan lahan mangrove 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan pemerintah desa mengenai peraturan desa tentang  pengelolaan 

lahan mangrove merupakan rumusan yang dilakukan pemerintah daerah dalam 

merancang dan merencanakan pembangunan daerahnya melalui visi, misi, dan 

program unggulan pemerintah daerah yang dituangkan dalam rencana 

pembangunan jangka menengah desa (RPJMD). Untuk membangun desa tersebut 

diperlukan unsure-unsur yang mendukung jalanya pembangunan desa, baik 

peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat atau 

ekonomi, peningkatan kesehatan, sosial, budaya, guna untuk menunjang 

peningkatan sumber daya yang  ada didaerah tersebut. Jika beberapa aspek yang 

telah disebutkan diatas telah terpenuhi maka dengan sendirinya program 

pemerintah desa tentang pengelolaan lahan mangrove di Desa Bangga akan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Bangga. 

Pada setiap daerah masalah pengelolaan lingkungan secara baik dan tepat 

bukanlah merupakan masalah yang jarang muncul. Masalah ini tentunya menjadi 

perhatian pemerintah desa untuk bagaimana dapat mengatasi masalah lingkungan 

di desa agara dapat mendukung pembangunan Desa Bangga itu sendiri. Untuk 
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mengatasi hal ini pemerintah Desa dalam program pembangunan Desa salah 

satunya adalah pengelolaan lahan mangrove, yang kemudian kebijakan ini 

dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut: a) Program pelatihan dan 

penguatan kapasitas aparat desa, pemetaan kawasan lahan mangrove, 

pengembangan kelompok sadar lingkungan, penyuluhan dan penyadaran 

koservasi sumber daya alam secara berkala dan berkesinambungan. b) Program 

penunjang lainya. Indikator program yang akan dicapai adalah: a) Meningkatnya 

kapasitas pemerintah dan aparat desa dalam melaksanakan peraturan desa yang 

telah dibuat. b) Tercapainya kesadaran lingkungan terhadap masyarakat Desa 

Bangga agar kondisi lahan mangrove di Desa Bangga dapat terjaga dengan baik. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terbentuknya peraturan desa, 

diantaranya adalah faktor kemiskinan, faktor kemiskinan yang tinggi masih 

menjadi masalah bagi pemerintah desa sehingga membuat pemerintah kesulitan 

dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Seperti kita ketahui 

pemerintah desa bangga masih sangat bergantung pada APBD untuk 

melaksanakan pembangunan di Desa Bangga. hal ini disebabkan karena 

perputaran ekonomi di Desa bangga masih lambat. Kemudian kurangnya sumber 

daya manusia yang memadai sehingga terjadi kesulitan dalam menjalankan 

program-program pemerintah, ketersediaan infrakstuktur desa dan kemampuan 

kelembagaan dari pemerintah dan aparat desa juga menghambat pemerintah dan 

aparat desa dalam mengimplementasikan peraturan desa tentang pengelolaan 

lahan mangrove. hal ini terjadi karena infrakstuktur dan sarana jalan untuk 

mengakses Desa Bangga masih buruk sehingga menjadikan Desa Bangga masih 
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tergolong desa yang terisolir. keterbatasan sarana pendidikan juga berpengaruh 

sehingga masyarakat desa bangga yang mengenyam pendidikan masih sangat 

kurang. 

3.  Upaya yang dilakukan oleh masyarakat agar Peraturan Desa tersebut dapat 

berjalan dengan  baik berdasarkan hasil penelitian adalah pemerintah membentuk 

kelompok sadar lingkungan pada masyarakat di Desa Bangga guna membantu 

pemerintah menjaga dan melestrikan lahan mangrove yang ada di Desa Bangga. 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan diatas maka saran dari peneliti: 

1. Untuk pemerintah Desa, Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 

mengimplementasikan peraturan desa tentang pengelolaan lahan mangrove, agar 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukung kebijakan yang telah dibuat, 

sebab faktor tersebut merupakan potensi yang dapat mendukung maksimalnya 

pelaksanaan suatu kebijakan apabila lebih dioptimalkan. 

2. Untuk masyarkat desa, kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan untuk memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki serta 

bantuan yang diberikan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan, 

kemandirian, produktifitas dan kesadaran terhadap lingkungan khususnya 

kawasan lahan mangrove. 
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